SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
' PROVINSI JAWA TENGAH

" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR 51 TAHUN 2020
‘ TENTANG ‘

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

~ Mehir'nban"g :

Mengingat

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

_ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| ' BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa dalam ‘rangka mendukung pelaksénaan, pembangunan
: sai'éna dan.praéafana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

-~ di Kelurahan, Pemerintah mervxgalokasrikan‘ Dana’ Alokasi Umum
o Témbahan Ban'tuan Pendanaan Kelurahan bagi Kelurahan pada
5 _ | Anggaran Pendépatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
. 'b‘ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri

‘ vK'euangan Nomor 8 /PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran

Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Ahggaran 2020,

- f Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati;

. -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a daﬁ huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

‘Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

._Undang—Undang' Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ‘Nomor

42),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan' Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5679); , |
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 @ Tahun 2018 tentang
. Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206); _

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikk
Inddnesia,Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); , |

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 33); | ,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negéri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Beritai Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 7 60);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola '
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

10.Peraturan Kepala ‘LemAbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan



Menetapkan :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 762), | k‘
11.Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman
| Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedla (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang -
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
46); |
13.Peraturan - Daerah = Kabupaten = Karanganyar Nomor 21
- Tahun 2020 tentang'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
| Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupateh Karanganyar Tahun
2019 Nomor 21); L

: 14.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pei'aturan VBupati Karéngényar Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 101 Tahuri 2019 tentang Penjabaran ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berlta
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN: |
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN -~ PENDANAAN = KELURAHAN  SETIAP
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. ‘

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.” Daerah adalah Kabupaten'Karanganyarj.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan

yang dibentuk dalam rangka v'me‘nin'gkatkan’ koordinasi



10.

11.

penyelenggaraan Pemerintahén, pelayanan  publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan. |

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

‘dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. '

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Setiap Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan
bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaanmasyarakat di
Kelurahan. |

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan. ' '

Sisa Lebih Perhitungén Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.



12.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai

~dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas

13.

14.

15,
16.
17.

18.

19.
20.

21.

pelaksanaan APBD. ,
Pembayaran Langsung yang selanjutnya vdisingkat LS adalah
Pembayaran Langsung pada bendahara pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah |
membayar langsung. B ,
Surat Perintah Membayar yang ' selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan sufat
perintah penéairan dana atas beban pengéluaran DPA SKPD. ‘
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas Beban APBD. |

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya diéingkat KPA
adalah pejabat yang dibe}ri kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. |

Pejabat Pelakasana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya. .

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif’ untuk memulai proses kegiatan sosial
untuk‘mémperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporah,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan -
barang/jasa oleh Perangkat Daerah. yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan  dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan

‘Belanja Daerah yang prosesnYa' sejak identifikasi kebutuhan,

| sampai dengan serah terima hasil pekexjaan.



22. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya
disebut Swakelola adalzih cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

23. Pengadaan Barang/Jasa Swakeiola Tipe IV adalah pengadaan
| barang/ jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan
Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

- BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa12
(1) Peraturan Bupati ini dirnakéudkan sebagai penetapan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
© Kelurahan. '
(2) Tujuan dari Pératuran Bupati ini agar penetapan Dana Alokasi
Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
" Kelurahan dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan |

- tepat sasaran.

BAB III |
RUANG LINGKUP

o Pasal 3

. Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi :

| a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;

b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan; 7 _

‘c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
- Kelurahan; |

d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan.



BAB IV S
. JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4 | N
(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daefah
| “ sebesar Rp.5.250.000.000 (hma milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah). o
2) Tambahan‘ . Bantuan  Pendanaan  Kelurahan sebesar
Rp 350.000.000,00 (tlga ratus lima puluh Juta ruplah) bagi setiap
' Kelurahan di Daerah

BAB v
RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

, Pasal ‘5'
Rlnc:lan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bag1
Kelurahan di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebaga1mana tercantum :

 dalam Lampiran Peraturan Bupatl ini.

BAB VI
TATA CARA PENGANGGARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN -
' PENDANAAN KELURAHAN

, 7 Pasal 6 o ;
. Tata cara pengganggaran dllaksanakan sesuai ketentuan peraturan

i perundang—undangan

~ BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

, Pasal 7
: (1) Penatausahaan keglatan yang bersumber dari DAU Tambahan ‘
 Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan menggunakan cara

swakelola Tipe IV dengan mekanisme SPP-LS dan SPP—TU sesuai

~ ketentuan peraturan perundang-undangan



(2) Penatausahaan keglatan yang bersumber dari DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam melibatkan penyedia
barang/jasa dengan mekamsme sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan A k

(3) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
untuk melaksanakan | kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan. -

(4) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan
Pembantu dan PPTK Kélurahan. | ,

(5) Bupati © menetapkan 'Bendahara Pengeluaran = Pembantu di
Kelurahan' berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran melalui BUD. | |

(6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Keluréhan
sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (4) bertugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan maupun SPP—TU untuk
kegiatan pemberdayaan maSyarakat di . Kelurahan sesuai
dengan droping dariafpada setiap Atahapnbya yang disampaikan
oleh = Bendahara ° Pengeluaran Pembantu dan
diketahui/disetujui oleh KPA/PPTK;

b. melakukan verifikasi SPP;

c. menyiapkan SPM; dan_‘

d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

» Pasal 8 |
(1) Pejabat Penatausahaan: Keuangan Pembantu di Kelurahan
- sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dalam
“melaksanakan pertanggung]awaban kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawabém - yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
(2) Verifikasi sebagaimana d1maksud pada ayat (1), mehputl
 a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung]awaban

dan keabsahan bukti bukti pengeluaran yang dilampirkan;



b."f'menguvji“kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian -

obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
c. menghitung pengenaan Paj'ak Pertambahan Nilai/ Pajak n
e Penghasxlan atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
; d. menguji kebenaran sesuaJ dengan SPM dan 'SP2D yang
’ dlterbltkan periode sebelumnya o :

'(3)'Lurah menyampalkan laporan ‘pelaksanaan' keglatan»‘
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan = dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalux
Camat. B S

(4) Batas waktu penyampalan laporan yang d1maksud pada ayat (3),

’ untuk : , ‘
’~ a. Semester I dlsampaukan pahng lambat mlnggu kedua bulan ‘
“Juli, Tahun Anggaran 2020 : |
b. Semester 11 dlsampmkan pahng lambat mmggu kedua bulan

Januarl, Tahun Anggaran 2021

| o ~ BAB VIII | |
| PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN |

Pasal 9 =
(1) Dalam hal pada akhxr Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAUv‘ B
‘ Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerlntah Daerah
menganggarkan kembali pada APBD Tahun ~ Anggaran 2021
| dengan ketentuan ‘ ' , :
a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kk
: keglatan yang keluaran keglatannya belum  tercapai,
dlanggarkan kembah untuk mendana1 keglatan yang sama

pada Kelurahan bersangkutan, dan ,
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas

; keglatan yang keluaran keglatannya telah  tercapai, -

' dlanggarkan kembali- untuk mendanai keglatan yang sama

atau keglatan lamnya pada Kelurahan tertentu sesuai
prioritas. PR
(2) Mekamsme penganggaran sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

B sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—undangan



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 ‘

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin_tahkan pengundangan -
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita -

Daerah Kabupaten Karanganyar. |

S Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

‘ - SUTARNO ‘ : ' '
'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 51




